
BUPATI BURU

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR | TAHUN 2022

TENTANG

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN APBD
KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2022 DI LINGKUP

PEMERINTAH KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

Menimbang : a. bahwa mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 sampai awal
Tahun 2022 belum ditetapkan, maka dalam rangka
kelancaran tugas-tugas Pemerintahan Kabupaten
Buru, sambil menunggu penetapan APBD Tahun
Anggaran 2022 dipandang perlu melakukan
pengeluaran kas untuk pembayaran belanja yang
bersifat tetap atas beban Tahun Anggaran 2022:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan
Perturan Bupati tentang Pengeluaran Kas
Mendahului Penetapan APBD Kabupaten Buru
Tahun Anggaran 2022 di Lingkup Pemerintah
Kabupaten Buru:

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945:



Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten
Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor &6 Tahun 2000

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46
Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku
Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961):
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516):
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan

2.

3.

4.

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
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dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516),
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516):
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

5.

6.

7.
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322) :

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165),

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS
MENDAHULUI PENETAPAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2022 DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN BURU.

Pasal 1

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru serta untuk menjamin
kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar yang dianggap perlu dan
mendesak, Pemerintah Kabupaten Buru melakukan pengeluaran Kas untuk
belanja yang bersifat tetap Tahun Anggaran 2022:

Pasal 2

Pengeluaran Kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat tetap dapat
dilakukan sambil menunggu penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2022:
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Pasal 6

Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f untuk
Pengeluaran Kas Non Anggaran merupakan pengeluaran yang dilakukan
untuk pengeluaran lainnya yang sejenis sebagai pengeluaran perhitungan
pihak ketiga:

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 03 Januari 2022, sampai dengan
tanggal diundangkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2022:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea

pada tanggal 03 Januari 2022

ATI B

LI IBNAHHM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 03 Januari 2022

soxeerARIS DAERAH KABUPATENUR“

MOH. ILIAS BIN HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2022 NOMOR 4

Paraf Koordinasi

Kepala BPKAD

Kabag Hukum
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